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PELAXSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERI
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT
KARUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

o

n

Bupatl adalah Bupati Barito Selatan.

Kabupaten adalah Kabupaten Bariio Selatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilavah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyvarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistern pemerintahan Negara Kesaluan Republik Indonesia.

Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa schagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badsn Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokralis.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilib kepala desa yang bersifat langsung, unmim,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa adelah pcjabat pemerintah Desa  yang mempuinyal
wewcnang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
langga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkatl desa vang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk olch BPD untuk
menyelenggarakan proscs Pemilihan Kepala Desa,

Panilia pemilihan Kepala Desa tingkat labupaten yang selanjuimya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkal Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.



I0. Calom Kepala Desa adalan bakal calon Repala Desa vang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagdi calon yang herhak ..i_r;jljh
meniad! kepaly Desa,

11, Pepjabar Kepala Desa adsalah scorang peiabar vang dianghul oleh
Pat vang berwenang untuk melaksanazan Ugas, hak dan
wewenang setla kewajiban Kepala Desa dalam kurun wakiu tertentu.

RAB 1l
PEMILIHAN KEPALA DLSA

Pasal 2
Pemilihan kepala desa secwra seventak dilukukan bergelom hang.
Pagal 3

Peliksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang schagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 '1'1 ksanakan pada hari yang sama di seluruh
Desa vang melaksanakan pemilihan kepala desa

Pasal 4

11} Pelaksanaan pem: ilihan kepala desa secare bergelombang sebagainana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu herakhirnya masa jabatan kepala desa;
b kemampuan keuangan dacrah; danfatau
c. ketersedinan PNS di iinglungan Pemerintah Ein-‘mpaﬂ"“ Harito
Selatan vang memenuhi persyaratan sebagui penjabal kep: ala desa.
(2] Pemiliban Kepala Desa secara bergelombang sctmg;ai;nma dimalksud
nada avat {1} dilaksanakan paling banyak 3 {tiga) kali dalam janglos
wakiy © fenam) tahun.,

dimaicsud  pada
2 {dua) tahun,

i3] Pemilihan Kepala Desa bergelombang sehagaim:
avat i ditakukan dengan interval waklu paling lama

(4 Peraturan lIebib lanjul sepanjang mengenal pelaksanaan pemilihan
"‘L‘]‘F:f“:i desn sccara serentak vang belum distur dalam Peraturan
Vaerat ind akan diatur lebih lanjut dengan Persiuran Bupan

Pasal 3

melaksanakan  pemildban  kepala desa sereniak  secara
nergelnbang  pada Tahun 2015, 2017 dan 2000 tercantumn dalam
Pamplran  vang merdpakean pagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Darcrah ind




Pasal 6

Hari pelaksenaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelomibang
achbagaimana Pasal 5 ditelapkan dengan Keputusan Bupatl.

BAB 11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

! la deaa vang menjabal sebelum Peraturan Daeersh ini diretapkan,
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tetap melaksanalan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB TV
PENUTUF

Dasal 8
Persturan Daerah mi rnudal berlaku pada anggal divsdangkain
Agar sellap orung mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Perpturan Dasrah ini dengan penempatannya dslam Lembaran Daeral
Kabupaten Barito Selalan.
Ditctapkan di Buniok
Pada tanggal -1« -!--.:’__EUJJ
T RUPATI BARIO

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal - 7 : 2015
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LAMPIRANM PERATIURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : TATIUN 2015
TANGGAL ? (e 2013

TENTANG  : PELAKSANAAN PEMILIFAN KEPALA  DESA
SERENTAK

£ Desa vang mclabsanakan pomiliban kepals dess secarn serental inhun

2015 adalal

AL Kecamsaian Duson i
1. Desa Manghatir
B, Kecaiualan Koarau Koala
Diesa Bintang Kurung

s g
2, Tresa BMuara Aral

O Recamsian Dusun Uisara
1. Desgs Margwan Baru

2. blesa SelTelang
3. Desa Tamparak

4. Desa Danau Bambure

5. Desa Majundre

&, Tesa THngan

7. Tesa farusan

&, Desa Reong

Y. Desa Manaruakan
1Y Kecamatan Gunung Bintang Awese

i Desa Tigang Sava

2. Desa Bintang Ara
E. Kecamatan Dusun Selatan
Desa Muara Hipung
Diesa Murung Palien
3. Desa Danan Sadar

(s
L

o Desa vang melaksanakan pemilihan kepala dess sceara serentak tahun

ang

B. Kecamatan Dusen Hilic
1. Desg Majahandau
2. Desa Lehsi
O, hecamatan Karau kuals
i Desa Teluk Sampuds
2. Tlesa Tabo
3. Dess Babad
0, Kecarnatan Gunung Bintang Awai

1. Desa Muara Singan



E. Kecamatan Dusun Selatan
I. Desa Pamangka

Il Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara sereniak tahun
2019 adalah :

A. Kecamatan .Jenamas
1. Desa Rangga llung
2. Desa Tampulang
3. Desa Tahatan
B. Kecamatan Dusun Hilir
Desa Sei Jaya
Desa Dampararn
Desa Batampang
Desa Kalanis
Desa Teluk Timbau
Desa Batilap

R #0080 e

C. Kecamatan Karau Kuaia
i. Dessa Teluk Betung
2. Desa Salat Baru
3. Desa Janggi
4, Desa Tampijak
5. Desa Malitin

D. Kecamatan Dusun Utara
Desa Bundar

Desa Hulu Tampang
Desa Marawan Lama
Desa Bantai Banbure
5. Desa Talekoi

Desa Mariga

Desa Gunung Rantau
Desa Tamparalk layung
Desa Rampa Mea

B0 B ke

O

E. Kecamatan Gunung Bintang Awai
1. Tresa Muka Haji

2. Desa Kayumban

3. Dcsa Patas TI

4. Desa Patas |

5. Desa Tahak Kanilan
6. Desa Baruang

7. Dcs=a Sirc

8. Desa Marga Java

9. Desa Bipak Kalb

10. Desa Ngurit

11. Desa Ruhing Raya
12, Desza Malungai Raya

13. Desa Sei Paken
14. Diesa Palu Rejo



13, Dess Wungkur Baru
1A, Pesa Sarimbuah

17. Desa Wayun

18, Desa Ngurit

Fecamatun Dusun Selatan

1. Desa Danan Ganting
2. Desa Mabuan

3. Desa Lemnbeng

4 Desa Kalalhen

3. Dwesa Baru

6. Desa Tanjung Jawa
7. Desa Penda Asam

8. Desa Teluk Mampun
9. Desa Telang Andrau

i, Desa Teiuk Telaga
11, Desg Sanggy

12. Desa Pararapak
13. Desa Muara Talang
14, [Desa Sababilah

15, Desa Madara

16, Desa Tated Lanan
17. Desa Mangaris

18, Tresa Nanau Masura
1%, Desa Dangka

20, Desz Pamait

"/ 'BUPATI BA

~ M. FARID YUSRAN



PENJELASAN
ATAR
PERATURAN DAERAH KABUDPTEN BARITC SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILTHAN KEFPALA DFESA STCARA SERENTAK

UMUM

Nengan dikelgarkanmeas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001
tenitang Desa yvang mengaiur secara Khusus mentang  Tiess dan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomaor 43 Tabhun 2004 reniang

Peiaksanean Undang-Undang Nomar & Tahun 2004 tentang Desa,
makan disenuikan desa adalabk merupakan  kesatuan  masyarakat
hukeum yang memiliki batas-batas wilayah vang mimiliki dan mengurus
kepentingannva sendinl berdasarkan asal -usul dan adat istiadai
selermipat vang dinkui dan dibermati dalam system Negara Kesatuan
Bepublik indonesia { NKRI ).

Salah saju program otenomi dacrah di Kabupaten Barito Sclatan
adalan pembinaan pemerintahan desa vaitu pemahaman tentang solitik
i Tinglat desa melaiul Pemilinan Kepada Desa { Pilzades).

Dengan lanirnya Feraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan uniuk meiaksanaksan
pemilihan kepala desa serentak secara hergelombang sebanyaic 3 (tiga)
kali dalam Jongia wakiu © lenamj tahun.

PASATL DHEMI PASAL

Franl 1

Culup Jelas

(]

a1

vang dimaksudkan dengan hergelombang adalah dilaksanalkan
secara hertahap sesual dengan  pengclompolkkan berakhirnya

masa jabalan kepala desa

asal 3

CukupJelas



Pasual 4

Avat {1

Cukup Jelas
Avat {2

Culoup Jelas
Avar (3

Culup dejas
Aval {4

Cukup Jelas

iPasal 3

Culup Jelas

Pasal &

Cukup Jelas

Pasal ¥

Calaap Jelas

Pasal ¥

Culkup Jelas
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